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PRAKATA 

 

Alhamdulillahhirobilalamin, Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa 
buku yang berjudul “Penegakakan Pemberantasan Korupsi dan 
Pembaharuan Hukum di Indonesia” dapat terselesaikan. 

 Buku ini  merupakan kumpulan makalah/paper yang disajikan  
dalam Internasional Webinar dengan tema “Menakar Efektivitas 
Hukuman Mati Bagi Para Koruptor” yang diselenggarakan secara 
daring pada tanggal  23 Februari 2021. sebagai bentuk kerjasama dari 
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dengan berbagai 
mitra, yaitu: Universiti  Sains Islam Malaysia, Komisi Pemberantasan 
Korupsi, dan Yayasan  Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 

Buku ini ditujukan untuk memberikan  sumbangsih pemikiran 
dan masukan strategis mengenai hukuman mati bagi para koruptor. 
Buku ini terdiri atas  4 tema yaitu : Problematika Tindak Pidana Korupsi 
dan Ancaman Hukuman Mati yang Menyertainy,Dinamika 
Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Dinamika Penegakan Hukum di 
Indonesia, Persoalan Hukum Lintas-Isu yang Bekembang dan 
Solusinya.  

Poin-poin didalam buku ini menjadi masukkan dan perspektif 
baru yang didapatkan oleh pembaca menelaah isi buku ini. Mengingat 
pentingnya hasil kajian buku ini maka diharapkan, buku ini akan dapat 
digunakan oleh peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, pejabat 
negara, penegak hukum dan anggota masyarakat yang berminat untuk 
mengkaji lebih dalam mengenai Hukuman Mati Bagi Para Koruptor.  

Tidak ada gading yang tak retak, masih banyak kekurangan 
dari isi buku ini, karena hanya merupakan karya manusia yang penuh 
kekurangan. Saran dan masukan perbaikan akan selalu kami nantikan 
untuk kebaikan kami pembaca dan masyarakat. 

Surabaya, 22 Juli 2021 

Editor 

ttd 
 

                    Achmad Hariri
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Abstrak 

Tindak pidana terorisme di Indonesia semakin hari semakin marak, 
Terorisme memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan kehidupan 
kemanusiaan yang semakin mendukung dengan perkembangan teknologi 
yang semakin canggih, sehingga aksi tindakan terorisme dapat dilakukan 
dimanapun dan kapanpun. Perbuatan terorisme ini sangat merugikan 
orang disekitarnya, karena mengakibatkan dampak negatif yang mendalam  
seperti: ketakutan keluar rumah, bertemu orang sekitar dan menimbulkan 
rasa curiga terhadap orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah terorisme yang dilakukan oleh anak dapat dipertanggungjawabkan 
melalui hukum pidana yang berlaku dan bagaimanakah akibat dari tindak 
pidana tersebut. Penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan 
Statute Approach. Hasil dari penelitian ini adalah anak yang turut serta 
melakukan pidana terorisme dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya sesuai undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak 
pidana terorisme yang kemudian undang-undang tersebut dirubah menjadi 
Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Dengan memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 jo Pasal 9 UU No. 15 tahun 2003 
tentang terorisme dan tetap wajib memperhatikan Undang-Undang 11 
tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Kesimpulan yang didapat 
adalah anak turut serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan 
anak tersebut dapat dilakukan penahanan walaupun dibawah umur sesuai 
undang-undang yang berlaku, untuk akibat hukum atas perbuatan yang 
dilakukan oleh anak yang turut serta dalam tindak idana terorisme dapat 
dijatuhi hukuman piadana 2 tahun penjara sesuai Undang-undang.  
Kata kunci: Terorisme, anak, pertanggungjawaban, turut serta 
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Latar Belakang Masalah  
Akhir–akhir ini tindakan terorisme di Indonesia semakin marak dan sempat 

menjadi sorotan baik di media sosial maupun media cetak. Aksi terorisme 
dapat terjadi di negara maju maupun negara sedang berkembang. contoh aksi 
terorisme di negara maju adalah peristiwa pengoboman gedung World Trade 
Center di negara Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang 
mengakibatkan ribuan korban jiwa meninggal. Sedangkan, tindakan terorisme 
di negara berkembang seperti di Indonesia bukan  hal yang baru, melainkan 
memiliki sejarah yang panjang seperti bom Candi Borobudur pada tanggal 21 
januari 1985. Peristiwa peledakan bom bunuh diri pada tanggal 12 Oktober 
2002 yang mengakibatkan 184 orang dan ratusan orang lainya luka berat dan 
ringan dari berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman dan 
inggris. 

Aksi tindakan terorisme tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Namun, 
banyak anak juga terlibat melakukan kejahatan terorisme. kenapa harus anak, 
bahwa anak mempunyai peranan strategis dan memiliki ciri serta karakteristik 
khusus. Tindakan terorisme beberapa waktu lalu yang terjadi di Indonesia, 
dimana orangtua melibatkan anak dalam melakukan tindakan kejahatan 
terorisme tersebut. Tindak pidana terorisme akan meninggalkan dampak yang 
luar biasa sebagai akibatnya membuat orang merasa takut untuk bepergian 
atau berinteraksi dengan orang lain. Menurut Loebby Lukman, terorisme 
merupakan kejahatan luar biasa karena adanya perbedaan persepsi atau 
pandangan yang mencolok antara pelaku dengan korbannya. Bagi 
kelompoknya, pelaku terorisme dianggap sebagai pahlawan namun, bagi 
korbannya dianggap sebagai suatu penghianatan.(Ambarita, 2018) Terorisme 
adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 
yang menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang meluas, yang dapat 
menimbulkan korban massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran 
terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum atau 
fasilitas internasional. dengan motif ideologis, politik atau keamanan. 
Berdasarkan data acara program deradikalisasi Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2017, terlihat lebih dari 52% 
narapidana teroris yang menghuni Lapas adalah anak muda berusia 17 
hingga 34 tahun.  
Beberapa kasus peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di Sidoarjo dan Surabaya 
pada tahun 2018 pelaku melibatkan anak dalam menjalankan aksi tindak 
pidana terorisme. Dalam aksi tersebut  pelaku melakukan serangan bom di 
Gereja Kristen Indonesia yang dilakukan oleh ibu dan 2 orang anaknya selain 
di GKI Indonesia juga dilakukan di beberapa lokasi  yaitu gereja Pantekosta 
Surabaya pelaku menggunakan bom mobil. Peristiwa yang terjadi surabaya 
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melibatkan 3 lokasi yaitu di antaranya tempat ibadah di gereja Santa Maria 
Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan gereja Pantekosta pusat Surabaya Jemaat 
Sawahan. 
Dalam tindak pidana terorisme, hanya ada dua pasal yang memuat peraturan 
pidana terhadap anak yang terlibat terorisme dan pelaku terorisme yang 
melibatkan anak, yaitu Pasal 19 dan Pasal 16 A Undang-undang No. 15 
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.  
Didalam KUHP, anak turut serta terdapat pada Pasal 55 Jo Pasal 56 tentang 
penyertaan. Selanjutnya dalam penanganan masalah pidana terhadap anak 
tidak sama dengan penanganan terhadap orang dewasa. Dalam hal tindak 
pidana dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun dan diajukan ke 
sidang pengadilan setelah anak berumur 18 tahun namun belum berumur 21 
tahun, anak  diajukan ke pengadilan anak yaitu sesuai dengan Pasal 20 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 
Terorisme sering dianggap sebagai jihad para pengikutnya, memandang jihad 
sebagai ibadah utama. Aksi terorisme dilakukan oleh anak, itulah yang terjadi 
pada anak berusia 16  tahun yang bernama Ridho Pratama Putra. 
Bahwasanya anak bersama temannya melakukan baiat kepada Abu Bakar Ali 
Baqdadi  yang dipimpin oleh Joko Sugito selaku Amir Ansorul Kilafah 
Indonesia wilayah Kalimantan adalah pendukung/pengikut daulah khilafah 
(ISIS), Anak tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah 
melakukan tindak pidana terorisme yang diikuti atau disertai dengan tujuan 
kegiatan keikutsertaan aktivitas pembelajaran pembuatan bom dan 
peledakan bom di gereja Okumene. Ridho bersama Gusti Adam, Ahmadani, 
dan Joko Sugito itu bersembunyi di suatu tempat sebelum ditangkap polisi. 
Atas perbuatannya tersebut, putra Ridho Pratama Putra divonis 2 tahun 
penjara oleh majelis hakim sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor: 
22/Pid/Sus.anak/2016/PN,Jkt.Tim. Dalam pertimbangan hakim, Haakim 
berpendapat bahwa pat tindakan anak tersebut merupakan tindakan 
memberikan bantuan kepada tindak pidana terorisme sebelum tindak pidana 
itu dilakukan. 
Berdasarkan pemaparan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas 
lebih jauh tentang pertanggungjawaban pidana dan akibat hukum bagi anak 
turut serta yang melakukan  terorisme. Untuk itu, agar masalah penulisan ini 
dapat dibahas secara utuh, maka harus ditinjau dari hukum yang berlaku di 
Indonesia yaitu Kitab Undang-undang. Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-
Undang 05 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 
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Rumusan Masalah  
1. Pertanggungjawaban pidana anak yang turut serta dalam tindak pidana 

terorisme ? 
2. Akibat hukum bagi anak yang turut serta melakukan tindak pidana terorisme 

? 
 
Tinjauan Pustaka   
Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan Peneliti 
menggunakan Pendekatan Perundang-undangan atau yang biasa di sebut 
statute approach. Menurut Peneliti pendekatan Perundang-undangan 
merupakan pendekatan masalah dengan menggunakan hukum yang berlaku 
di Indonesia atau hukum positif.(, Asri Wijayanti, Rizania Kharismasari, 2017) 
Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer 
dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari KUHP, Undang-Undang 05 
Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor. 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Kemudian bahan hukum 
sekunder Terdiri dari Buku Ilmu Hukum, skripsi yang tersedia di perpustakaan 
dan artikel yang terdapat pada jurnal Hukum. Untuk Teknik pengumpulan data 
peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Untuk analis 
data tersebut dilakukan secara deskriptif analitis yaitu dengan mengumpulkan 
data dan mengklasifikasi atau mengelompokkan yang berkaitan dengan 
rumusan masalah yang diteliti. Kemudian dianalis untuk memecahkan 
rumusan masalah tersebut. 
 
Hasil Permasalahan 
Pertanggungjawaban pidana anak yang turut serta dalam tindak pidana 
terorisme? 

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kelangsungan 
kehidupan manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa, anak memiliki hak 
tumbuh serta berkembang dan mendapatkan perlindungan dari tindakan 
kekerasan maupun deskriminasi. (Angger Sigit Pramukti 2015)   

Pertanggungjawaban dalam tindak pidana terorisme tersebut tidak 
terlepas berdasarkan dari perbuatan pelaku yang melakukan 
pelanggaran(Isnawati, 2018)  

Menurut pendapat ahli Pompe, pertanggungjawaban pidana adalah 
adanya unsur-unsur kemampuan cara berpikir pada diri pelaku 
memungkinkan mereka untuk mengendalikan dirinya dalam perbuatan serta 
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dapat memahami perbuatan atas perilakunya dan pelaku dapat menentukan 
kehendaknya menurut pendapatnya. Pertanggungjawaban pidana terjadi 
apabila seseorang telah melakukan tindakan kejahatan. Di sisi lain, 
keberadaan suatu kejahatan tidak tergantung pada ada tidaknya orang yang 
benar-benar melakukan kejahatan tersebut. ada sejumlah orang yang 
bertanggung jawab untuk melakukannya.  

Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dapat 
dipertanggungjawabkan dalam aturan hukum pidana, jika seseorang tidak 
melakukan tindak pidana pelaku tindak pidana itu layak untuk dimintai 
pertanggungjawaban pidana.(Melati, 2014) Terorisme merupakan tindakan 
yang menggunakan kekerasan membuat orang panik, gelisah dan ketakutan 
dan menimbulkan korban jiwa yang sangat besar , serta menyebabkan 
kerusakan  terhadap benda-benda strategis vital, lingkungan, fasilitas umum, 
atau fasilitas internasional yang bermotif berideologis,  motif gangguan politik, 
atau keamanan.  

Dalam melakukan aksi tindakan terorisme dapat dilakukan kapanpun 
bahkan di tengah suasana pandemi covid-19 yang melanda hampir diseluruh 
dunia termasuk Indonesia rentan dimanfaatkan oleh kelompok terorisme 
untuk mengacaukan situasi. Serta ancaman teroris yang terinfeksi, teror ini 
mengidentifikasikan seseorang yang terinfeksi virus tersebut dan kemudian 
menggunakan orang tersebut untuk menginfeksi orang.(Pratama, 2021) 

Menurut Undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, 
anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak 
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, kemudian anak yang 
menjadi korban tindak pidana. berkonflik dengan hukum berusia 12 tahun 
tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan anak 
yang berkonflik dengan hukum; anak korban tindak pidana adalah anak yang 
belum berumur 18 tahun yang menderita kerugian fisik, mental dan ekonomi 
akibat tindak pidana tersebut. Anak berhadapan dengan hukum wajib 
melaksanakan pendekatan keadilan restorative justice untuk menyelesaikan 
masalah perkara yang melibatkan pelaku dan korban, serta pihak terkait 
lainnya dalam mencari jalan keluar atau solusi yang bersifat adil dan bukan 
merupakan pembalasan. Selanjutnya menurut Pasal 40 ayat 1 Konvensi Hak 
Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikatakan anak dalam 
kondisi situasi yang sangat khusus. Menurut UNICEF anak dalam kelompok 
tersebut merupakan anak yang kebutuhannya tidak dapat terpenuhi sehingga 
rawan tindak kejahatan kekerasan jika berada di luar lingkungan keluarga 
tanpa pengawasan keluarga atau kerabat dekat.  
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Selanjutnya anak membutuhkan perlindungan atau keamanan diri dari 
orang dewasa di tempat lingkungannya dalam menjalani 
kehidupannya(Afifah, 2014)  Anak bernama Ridho Pratama Putra dihukum 2 
tahun terkait tindak pidana terorisme di gereja Okumene telah melanggar 
Pasal 15 jo Pasal 9 terkait tindak pidana terorisme karena anak terlibat 
pembelajaran dan uji coba pembuatan bom yang dilakukan di belakang 
masjid mujahidin dengan cara menghaluskan atau mengayak arang dengan 
saringan untuk menghasilkan serbuk halus dilakukan bersama kelompoknya 
juhanda, gusti, adam. ahmadani, rahmad, andi baso, dan joko sugito dengan 
arahan perintah joko sugito dan juhanda. 
 Adapun anak dihukum terdapat adanya beberapa unsur setiap orang 
dipandang telah terpenuhi menurut hukum: 
Pasal 9:  
"Untuk secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, 
menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba 
menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia, sesuatu senjata api, 
amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dan bahan bahan lainnya yang 
berbahaya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme". 
Pasal 15:  
"Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau 
pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme". 
Terdapat beberapa hal dalam pengambilan keputusan hakim terkait 
menjatuhkan pidana penjara: 
 
Keadaan yang memberatkan: 

1. Terorisme yang dilakukan anak beserta kelompoknya di Gereja 
Okumene, telah menimbulkan ketakutan, Keprihatinan yang 
mendalam dan meresahkan masyarakat secara luas 

2.  Terorisme yang dilakukan oleh anak beserta kelompoknya di Gereja 
Okumene, telah memakan anak-anak tidak berdosa, 1 (satu) anak 
meninggal dunia, dan 5 (lima) korban lainnya mengalami luka-luka 
serius dan kerugian materi yang tidak sedikit 

3. Terorisme yang dilakukan oleh anak beserta kelompoknya di Gereja 
Okumene, dapat menyebabkan trauma psikologik yang tidak 
menguntungkan bagi anak-anak korban di kemudian hari, dan duka 
mendalam bagi keluarganya. 

Keadaan yang meringankan: 
1. Anak mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar 

jalannya persidangan 
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2. Anak mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi perbuatannya. 

3.  Anak belum pernah dihukum 
4. Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa 

memperbaiki kesalahannya 
Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 79 tentang sistem 

peradilan anak, anak dapat dikenai pembatasan kebebasan hukuman penjara 
dengan hukuman ½ (satu perdua) dari hukuman maksimum pidana penjara 
yang diancamkan dan diberikan kepada orang dewasa. Anak tidak boleh 
mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati sedangkan 
hukuman pidana penjara tindak pidana terorisme maksimum 20 tahun penjara 
bukan anak melainkan dewasa yang artinya anak maksimum hukuman dapat 
dikenakan hanya 10 tahun penjara. 

 
Akibat Hukum anak yang turut serta dalam tindak pidana terorisme? 

Akibat hukum merupakan hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan 
untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan sudah 
diatur hukum yang berlaku. Menurut pendapat ahli A. Ridwan Halim, akibat 
hukum adalah segala akibat yang dapat terjadi oleh seseorang yang 
melakukan perbuatan hukum atau akibat lain yang disebabkan oleh peristiwa 
tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap 
sebagai akibat hukum. Ajaran kausalitas dalam hukum pidana digunakan 
untuk menentukan perbuatan berdasarkan serangkaian perbuatan yang 
dipandang sebagai sebab akibat yang dilarang. Selanjutnya Menurut ajaran 
Conditio Sine Qua Non, semua faktor yang ikut menimbulkan akibat dan tidak 
dapat dihilangkan dari rangkaian faktor yang bersangkutan. Semua kejadian 
tersebut dapat diminta pertanggungjawaban dengan adanya akibat tersebut. 
Wujud dari akibat hukum Menurut Soeroso yaitu sebagai berikut: (R. Soeroso. 
2005. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. VII. Sinar Grafika 2005)  
1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. 
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua 

atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu 
bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. 

3. Dijatuhkan sanksi apabila  dari perbuatan tindakan yang menyebabkan 
melawan hukum. 

Akibat hukum terkait terorisme telah diatur didalam UU nomor 5 Tahun 
2018 Pasal 6 yang didalamnya menjelaskan pengertian terkait terorisme 
beserta ancaman hukuman, Berikut isi penjelasan terkait Pasal 6: “Seseorang 
yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 
yang menimbulkan korban massal, dengan cara merampas kemerdekaan 
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orang lain atau hilangnya nyawa atau harta benda, atau mengakibatkan 
rusaknya atau hancurnya obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan 
hidup atau fasilitas umum, serta fasilitas internasional dipidana dengan pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 
tahun dan paling lama 20 tahun."  

Selanjutnya akibat hukum bagi anak turut serta diatur didalam Pasal 55 
dan pasal 56 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang 
berbunyi:(Sambulele, 2013) 
- Pasal 55  
(1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum:  

1. mereka melakukan, memerintahkan untuk melakukan, atau turut 
berpartisipasi dalam melakukan tindakan;  

2. mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaaan 
kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, 
atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan 
dengan sengaja membujuk perbuatan itu.  

(2) Mengenai orang-orang ini kemudian hanya perbuatan yang mereka 
lakukan dengan sengaja, dan akibatnya dapat diketahui. 

- Pasal 56 Sebagai pembantu melakukan kejahatan dapat dihukum:  
1. mereka yang dengan sengaja membantu pada saat kejahatan tersebut 

itu dilakukan. 
2. orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau 

keterangan untuk melakukan kejahatan. 
Unsur-Unsur Terkait Penyertaan pada Pasal 55 dan 56 KUHP 
yaitu:(Fahrurrozi & M Gare, 2019)  
A.  Pembuat /dader (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:  

1) Pelaku (pleger)  
2) Yang menyuruhlakukan (doenpleger)  
3) Yang turut serta (madepleger)  
4) Penganjur (uitlokker)  

B. Pembantu /madeplichtige (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:  
1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan  
2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 20 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Anak yang Berhadapan dengan 
Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah mencapai usia 
12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun. (delapan belas) 
tahun yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini tindak 
pidana yang dilakukan oleh seorang anak sebelum berumur 18 (delapan 
belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang 
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bersangkutan melebihi batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun Anak tersebut masih diajukan ke 
Pengadilan Anak. Selanjutnya menurut pasal 79 ayat 3 terkait sistem 
peradilan anak minimum pidana penjara tidak berlaku oleh anak. Ketentuan 
hukuman pidana yang diterima oleh anak sebagai pelaku terorisme berbeda 
dengan yang diterima oleh orang dewasa sebagai pelaku terorisme. 

Namun Undang-undang terorisme belum atau tidak membedakan 
delik terorisme bagi anak sebagai pelaku terorisme dan delik terorisme bagi 
orang dewasa yang melakukan tindak pidana terorisme. 

Pada dasarnya mengenai pidana bagi Anak, ada pidana pokok dan 
pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak terdiri atas 
a.  pidana peringatan; 
b.  pidana dengan syarat: 

1)      pembinaan di luar lembaga; 
2)      pelayanan masyarakat; atau 
3)      pengawasan. 

c.       pelatihan kerja; 
d.      pembinaan dalam lembaga 
e.      penjara. 
(2) Pidana tambahan terdiri atas: 
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 
b. pemenuhan kewajiban adat  
 Akibat hukum  dari perbuatan yang dilakukan oleh Ridho Pratama Putra 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme dengan dijatuhi sanksi 
pidana selama 2 tahun dikarenakan perbuatan terorisme yang dilakukan 
bersama kelompoknya telah menimbulkan korban jiwa diantaranya 1 anak 
meninggal dunia dan 5 anak mengalami luka-luka serta mengakibatkan 
trauma psikologis bagi korban dan meninggalkan duka bagi keluarganya. 
 
Kesimpulan  

kesimpulan yang pertama tentang Pertanggungjawaban pidana anak 
turut serta dalam tindak pidana terorisme dapat dikenakan pasal 19 dan pasal 
16A undang undang tindak pidana terorisme. Pasal 19 ketentuan penjatuhan 
pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 15 dan 
ketentuan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak 
berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme anak berusia dibawah 18 tahun. 
Sanksi terhadap tindak pidana anak terorisme terdapat pasal 9 jo pasal 15 
karena anak bernama Ridho Pratama Putra terlibat pembelajaran dan uji coba 
pembuatan bom yang dilakukan di belakang masjid mujahidin dengan cara 
menghaluskan atau mengayak arang dengan saringan untuk menghasilkan 
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serbuk halus dilakukan bersama kelompoknya juhanda, gusti, adam. 
ahmadani, rahmad, andi baso, dan joko sugito dengan arahan perintah joko 
sugito dan juhanda. 

kesimpulan ke dua yaitu Akibat Hukum sebagaimana telah diatur 
pada undang-undang nomor 05 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-
Undang 15 tahun 2003 bahwa ridho pratama putra terbukti bersalah dan 
menjatuhkan pidana selama 2 tahun dikarenakan yang dilakukan oleh ridho 
bersama kelompoknya telah menimbulkan korban jiwa 1 orang anak dan 5 
orang anak mengalami luka-luka .Kemudian Akibat Hukum anak turut serta 
diatur pasal 55 jo pasal pasal 56 KUHP. Menurut Undang-Undang nomor 15 
Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme terkait anak 
belum diatur melainkan diatur di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 
tentang sistem peradilan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak yang Berhadapan dengan 
Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah mencapai usia 
12 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun. tahun yang diduga 
melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini tindak pidana yang 
dilakukan oleh seorang anak sebelum berumur 18 tahun dan diajukan ke 
sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melebihi batas umur 18 
tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun Anak tersebut masih diajukan ke 
Pengadilan Anak menurut pasal 20 Undang-Undang sistem peradilan pidana 
anak. 

Aturan hukum pidana pelaku kejahatan itu pada dasarnya dapat 
dibedakan yaitu Pelaku peserta dan Pelaku Pembantu. Di dalam kitab 
undang-undang hukum pidana terdapat 2 bentuk penyertaan yaitu Pelaku 
peserta Pasal 55 KUHP dan Pembantu pasal 56 KUHP serta terdapat macam- 
macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. 
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